
BUPATI PESAWARAN
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI PESAWARAN 
NOMOR 4 3 TAHUN 2 0 2 2

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN PESAWARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESAWARAN,

M enim bang : a. bahw a dalam  rangka  m ew ujudkan  k ineija  p em erin tahan  daerah
yang  optim al, d iperlukan  s ta n d a r  operasional p rosedur 
penyelenggaraan tu g as  -tugas p em erin tahan  daerah ;

b. bahw a b e rd asa rk an  pertim bangan  sebagaim ana d im aksud  dalam  
h u ru f  a  di a ta s , perlu  m enetapkan  P e ra tu ran  B upati Pesaw aran  
ten tan g  S tan d ar O perasional P rosedur di L ingkungan Pem erin tah  
K abupaten  Pesaw aran;

M engingat : 1. U ndang-U ndang Nomor 33 T ahun  2007 ten tan g  P em ben tukan
K abupaten  Pesaw aran  di Provinsi Lam pung (Lem baran Negara 
Republik Indonesia  T ahun  2007 Nomor 99, T am bahan  Lem baran 
Negara Republik Indonesi Nomor 4749);

2. U ndang-U ndang Nomor 12 T ahun  2011 ten tan g  P em ben tukan  
P e ra tu ran  P erundang -undangan  (Lem baran Negara Republik 
Indonesia  T ahun  2011 Nomor 82, T am bahan  Lem baran Negara 
Republik Indonesia  Nomor 5234) sebagaim ana te lah  d iubah  
dengan  U ndang-U ndang Nomor 15 T ahun  2019 ten tan g  P erubahan  
A tas U ndang-U ndang Nomor 12 T ah u n  2011 ten tan g  Pem ben tukan  
P e ra tu ran  P erundang -undangan  (Lem baran Negara Republik 
Indonesia  T ahun  2019 Nomor 183, T am bahan  Lem baran Negara 
Republik Indonesia  Nomor 6398);

3. U ndang-U ndang Nomor 23 T ahun  2014 ten tan g  P em erin tahan  
D aerah  (Lem baran Negara Republik Indonesia  T ahun  2014 
Nomor 244, T am bahan  Lem baran Negara Republik Indonesia  
Nomor 5587), sebagaim ana te lah  d iubah  beberapa  kali te rak h ir 
d e n g a n  U n d a n g -U n d a n g  N o m o r  11 T a h u n  2 0 2 0  t e n t a n g  C ip ta  K erja  

(Lem baran Negara Republik Indonesia  T ahun  2020 Nomor 245, 
T am bahan  Lem baran Negara Republik Indonesia  Nomor 6573);

4. U ndang-U ndang Nomor 30 T ahun  2014 ten tan g  A dm inistrasi 
P em erin tahan  (Lem baran Negara Republik Indonesia  T ahun  2014 
Nomor 292, T am bahan  L em baran Negara Republik Indonesia  
Nomor 5601);



5. P era tu ran  M enteri Dalam  Negeri Nomor 52 T ahun  2011 ten tan g  
S ta n d a r O perasional P rosedur di L ingkungan Pem erin tah  Provinsi 
d an  K abupaten /K o ta  (Berita Negara Republik Indonesia  
T ahun  2011 Nomor 704)

6. P era tu ran  M enteri Dalam  Negeri Nomor 80 T ahun  2015 ten tan g  
P em ben tukan  Produk H ukum  D aerah  (Berita Negara Republik 
Indonesia  T ahun  2015 Nomor 2036), sebagaim ana te lah  d iu b ah  
dengan  P era tu ran  M enteri D alam  Negeri Nomor 120 T ahun  2018 
ten tan g  P eru b ah an  Atas P era tu ran  M enteri D alam  Negeri Nomor 80 
T ahun  2015 ten tan g  Pem ben tukan  Produk H ukum  D aerah (Berita 
Negara Republik Indonesia  T ahun  2018 Nomor 157);

7. P e ra tu ran  D aerah K abupaten  Pesaw aran Nomor 4 T ahun  2021 
ten tan g  P em ben tukan  dan  S u su n a n  Perangkat D aerah  K abupaten  
Pesaw aran  (Lem baran D aerah K abupaten  Pesaw aran  T ahun  2021 
Nomor 93, T am bahan  Lem baran D aerah K abupaten  Pesaw aran 
Nomor 89);

8. P e ra tu ran  D aerah K abupaten  Pesaw aran  Nomor 11 T ahun  2021 
ten tan g  Anggaran P endapatan  d an  Belanja D aerah K abupaten  
Pesaw aran  T ahun  Anggaran 2022 (Lem baran D aerah K abupaten  
Pesaw aran  T ahun  2021 Nomor 100, T am bahan  L em baran D aerah  
K abupaten  Pesaw aran  Nomor 96);

9. P e ra tu ran  B upati Pesaw aran  Nomor 47 T ahun  2020 ten tan g  Tata 
N askah D inas di L ingkungan Pem erintah K abupaten  Pesaw aran 
(Berita D aerah  K abupaten  P esaw aran  T ahun  2020 Nomor 425);

10. P era tu ran  B upati Pesaw aran  Nomor 53 T ahun  2021 ten tan g  
P en jabaran  Anggaran P endapatan  dan  B elanja D aerah K abupaten  
Pesaw aran  T ahun  Anggaran 2022 (Berita D aerah  K abupaten  
Pesaw aran  T ahun  2021 Nomor 480);

11. P e ra tu ran  B upati Pesaw aran  Nomor 21 T ahun  2022 ten tan g  
ten tan g  K edudukan, S u su n a n  O rganisasi, Tugas d an  Fungsi Serta  
T ata  Kerja S ek re ta ria t D aerah d an  S taf Ahli B upati Pesaw aran  
(Berita D aerah  K abupaten  P esaw aran  T ahun  2022 Nomor 510);

MEMUTUSKAN:

M enetapkan : PERATURAN BUPATI PESAWARAN TENTANG STANDAR
OPERASIONAL PROSEDUR DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN PESAWARAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM 

P a s a l  1

D alam  P era tu ran  B upati ini, yang d im aksud  dengan  :

1. Kepala D aerah  ad a lah  Bupati.

2. U nit k e ija  ad a lah  S a tu an  ke ija  p ad a  Perangkat D aerah.



3. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah Kabupaten 
Pesawaran.

4. Tingkatan unit kerja adalah unit kerja yang lebih rendah sebagai pendukung unit 
keija diatasnya.

5. Pelaksana adalah pegawai yang melaksanakan SOP dalam pekerjaannya.

6. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya di singkat SOP adalah 
serangkaian petunjuk tertulis yang dibakukan mengenai proses penyelenggaraan 
tugas-tugas Pemerintah Daerah.

7. SOP administratif adalah standar prosedur yang diperuntukkan bagi jenis-jenis 
pekeijaan yang bersifat administratif.

8. SOP teknis adalah standar prosedur yang sangat rinci dan bersifat teknis.

9. Format Standar Operasional Prosedur adalah bentuk penuangan SOP berupa 
tulisan dan diagram alur.

10. Verifikasi SOP adalah proses memeriksa kebenaran dan kesesuaian SOP.

11. Uraian prosedur adalah langkah -langkah yang sistematis dalam melaksanakan 
suatu pekeijaan untuk memperoleh hasil kerja tertentu.

12. Diagram alur adalah gambar yang menjelaskan alur proses, prosedur atau 
dokumen suatu kegiatan yang menggunakan simbol-simbol atau bentuk-bentuk 
bidang, untuk mempermudah memperoleh informasi.

13. Hasil akhir adalah produk/output dari suatu pekeijaan yang dilaksanakan berupa 
barang dan jasa.

14. Penyempumaan Standar Operasional Prosedur adalah serangkaian kegiatan 
dalam rangka meningkatkan kualitas standar operasional prosedur yang terdiri 
dari melengkapi, membuat, menambah/mengurangi, menyusun, dan 
mengevaluasi standar operasional prosedur.

BAB II 
PRINSIP

Pasal 2

Prinsip Penyusunan SOP meliputi:

a. efisiensi dan efektifitas;

b. berorientasi pada pengguna;

c. kejelasan dan kemudahan;

d. keselarasan;

e. keterukuran;

f. dinamis;

g. kepatuhan hukum; dan

h. kepastian hukum.



Pasal 3V

(1) Prinsip efisiensi dan efektifitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, 
prosedur yang distandarkan singkat dan cepat dalam mencapai target pekeijaan 
dan memerlukan sumberdaya yang paling sedikit.

(2) Prinsip berorientasi pada pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf 
b, prosedur yang distandarkan mempertimbangkan kebutuhan pengguna.

(3) Prinsip kejelasan dan kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, 
SOP yang disusun dapat dengan mudah dimengerti dan diterapkan.

(4) Prinsip keselarasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, SOP yang 
dibuat selaras dengan SOP lain yang terkait.

(5) Prinsip keterukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, meliputi 
hasil, waktu dan proses pencapaian hasil pekeijaan dapat diukur kuantitas serta 
kualitasnya.

(6) Prinsip dinamis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f, prosedur yang 
distandarkan dapat disesuaikan dengan kebutuhan kualitas pelayanan .

(7) Prinsip kepatuhan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g, bahwa 
SOP yang disusun telah menjamin prosedur yang distandarkan sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan.

(8) Prinsip kepastian hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h, bahwa 
SOP yang disusun mampu memberikan kepastian hukum akan prosedur, 
kualifikasi pelaksana dan mutu baku karena ditetapkan dengan keputusan 
Kepala Daerah.

BAB III 
TAHAPAN

Pasal 4

(1) SOP disusun oleh pelaksana pekeijaan pada masing -masing unit keija.

(2) Penyusunan SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui 
tahapan penyusunan sebagai berikut:

a. persiapan;

b. identifikasi kebutuhan SOP;

c. analisis kebutuhan SOP;

d. penulisan SOP;

e. verifikasi d a n  u jicoba SOP;

f. pelaksanaan;

g. sosialisasi;

h. pelatihan dan pemahaman;dan

i. monitoring dan evaluasi.



(3) Tahapan penyusunan SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum 
dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

BAB IV 
PERSIAPAN

Pasal 5

(1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf a dilakukan 
dengan membentuk tim, pembekalan tim, menyusun rencana tindak dan 
sosialisasi.

(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan dan/atau 
mengoordinasikan semua tahapan penyusunan SOP, menyusun rencana 
pelaksanaan dan sosialisasi kegiatan penyusunan SOP pada masing -masing 
Perangkat Daerah .

(3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

a. Tim pada tingkat Kabupaten meliputi:

1) Ketua: Kepala Bagian organisasi

2) Sekretaris: Sekretaris yang ditunjuk oleh Sekda

3) Anggota: Para sekretaris Perangkat Daerah

b. Tim pada tingkat Perangkat Daerah dibentuk untuk menyusun rancangan 
SOP pada masing-masing unit kerja.

BAB V
IDENTIFIKASI KEBUTUHAN 

Pasal 6

(1) Identifikasi kebutuhan SOP masing-masing Perangkat Daerah dirumuskan 
dengan mengacu pada tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

(2) Identifikasi kebutuhan SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada 
masing-masing Perangkat Daerah dan disusun menurut tingkatan unit kerja.

(3) Hasil identifikasi kebutuhan SOP dirumuskan dalam dokumen inventarisasi judul 
SOP.

BAB VI
ANALISIS KEBUTUHAN SOP 

Pasal 7

(1) Dokumen inventarisasi judul SOP sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) 
dijadikan bahan analisis kebutuhan SOP.

(2) Hasil analisis dibuat dalam format nama dan kode nomor SOP yang ditetapkan 
dengan keputusan kepala daerah.

(3) Format nama dan kode nomor SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.



BAB VII
PBNULISAN SOP

Bagian K esatu  
Dasar

Pasal 8

SOP disusun berdasarkan nama dan kode nomor SOP sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 7 ayat (2).

Bagian Kedua 
Syarat dan Kriteria

Pasal 9

(1) Penyusunan SOP dilakukan dengan persyaratan sebagai berikut:

a. mengacu pada peraturan perundang-undangan;

b. ditulis dengan jelas, rinci dan benar;

c. memperhatikan SOP lainnya; dan

d. dapat dipertanggungjawabkan.

(2) Kegiatan yang memerlukan SOP memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. kegiatannya dilaksanakan secara rutin atau berulang-ulang;

b. menghasilkan output tertentu; dan

c. kegiatannya melibatkan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang/pihak.

Bagian K etiga  
B entuk  dan Form at

Pasal 10

(1) SOP dibuat dalam bentuk tabel, tertulis dan diagram alur.

(2) Format SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II 
Peraturan Bupati ini.

Bagian K eem pat 
P enyusun

Pasal 11

(1} P e la k s a n a  p e k e r ja a n  p a d a  m a s in g - m a s in g  u n i t  k e r ja  m e la k u k a n  p e n y u s u n a n
SOP.

(2) Penyusunan SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh 
Sekretaris Perangkat Daerah dan/atau Pejabat yang membidangi ketatausahaan .

(3) Penyusunan SOP lintas Perangkat Daerah dikoordinasikan oleh Sekretaris 
Daerah.



BAB VIII
V erifikasi dan Uji Coba 

Pasal 12

(1) Rancangan SOP yang dibuat pelaksana sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 
ay at (1) di verifikasi.

(2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh atasan secara 
beijenjang dan pejabat yang menangani SOP.

(3) Rancangan SOP hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan 
uji coba.

(4) Uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara mandiri oleh unit 
keija yang bersangkutan dengan disaksikan oleh atasan secara berjenjang.

Pasal 13

Rancangan SOP yang telah dilakukan verifikasi dan ujicoba ditetapkan menjadi SOP
dengan keputusan kepala daerah.

BAB IX
PELAKSANAAN 

Pasal 14

Syarat pelaksanaan SOP meliputi:

a. telah melalui proses verifikasi, uji coba dan penetapan;

b. adanya dukungan sarana dan prasarana yang memadai;

c. sumberdaya manusia yang memiliki kualifikasi yang sesuai;

d. telah disosialisasikan dan didistribusikan kepada seluruh pegawai di lingkungan 
pemerintah daerah; dan

e. mudah diakses dan dilihat.

BAB X
SOSIALISASI 

Pasal 15

(1) Pelaksanaan SOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 haras terlebih dahulu 
disosialisasikan dan didistribusikan kepada seluruh pegawai dilingkungan unit 
keija.

(2) SOP haras diintegrasikan dengan pengaturan-pengaturan lainnya di dalam 
organisasi.

BAB XI
PELATIHAN DAN PEMAHAMAN 

Pasal 16

Pelatihan dan pemahaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huraf h 
dilakukan dalam bentuk rapat, bimbingan teknis, pendampingan ataupun pada 
pelaksanaan sehari -hari.



BAB XII
MONITORING DAN EVALUASI

Bagian K esatu  
M onitoring

Pasal 17

Monitoring sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf i dilakukan dengan
cara observasi, interview dengan pelaksana, diskusi kelompok keija.

Bagian Kedua
Evaluasi

Pasal 18

(1) Untuk mengetahui efektifitas dan kualitas SOP, dilakukan evaluasi pelaksanaan 
SOP.

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan penyempumaan 
SOP.

(3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap akhir tahun.

(4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh atasan secara 
beijenjang dan koordinator sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) serta 
berkoordinasi dengan Bagian Organisasi.

BAB XIII
PENGAWASAN PELAKSANAAN

Pasal 19

(1) Atasan langsung secara melekat dan terns menerus melakukan pengawasan 
pelaksanaan SOP.

(2) Hasil pengawasan pelaksanaan SOP dilaporkan kepadaKepala Perangkat Daerah 
setiap triwulan.

BAB XIV
PENGKAJIAN ULANG DAN PENYEMPURNAAN SOP

Pasal 2 0

(1) SOP yang diberlakukan perlu dikaji ulang minimal sekali dalam 2 (dua) tahun.

(2) Pengkajian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim yang 
terdiri dari unsur pimpinan, pelaksana, dan unit kerja yang menangani SOP.

(3) SOP yang telah disempumakan ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.

BAB XV 
PELAPORAN

Pasal 21

Hasil pelaksanaan SOP pada Perangkat Daerah Kabupaten dilaporkan kepada Bupati.



BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 22

P era tu ran  B upati ini m ulai berlaku  sejak  tanggal d iundangkan .

Agar se tiap  o rang  m engetahuinya, m em erin tahkan  pengundangan  P era tu ran  B upati ini 
dengan p enem patannya  dalam  Berita D aerah K abupaten  Pesaw aran.

D iundangkan  di Gedong T ataan  
Pada tanggal i 9 j a n u a r i  2022

D itetapkan  di Gedong T ataan  
Pada tanggal 19 J a n u a r i  2022

BERITA DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2 0 2 2  NOMOR 5 3 2



LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI PESAWARAN 
NOMOR 43 TA HUN 2022 
TENTANG STANDAR OPERASIONAL 
PROSEDUR DI LINGKUNGAN 
PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN

TAHAPAN PENYUSUNAN SOP

Tahapan penyusunan SOP meliputi:

1. Persiapan

a. Membentuk Tim dan kelengkapannya

1) Tim terdiri dari sekurang-kurangnya :

a. Ketua Sekretaris Perangkat Daerah;
b. Koordinator Kepala Bidang Perangkat Daerah;

c. Sekretaris Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 
Perangkat Daerah;dan

d. Anggota Pejabat yang membidangi SOP, Pejabat eselon III dan 
IV, Sub Koordinator serta Staf.

2) Tugas Tim antara lain :

a. melakukan identifikasi kebutuhan SOP;

b. mengumpulkan data dan informasi;

c. melakukan analisis prosedur;

d. mengkoordinasikan penyusunan SOP;

e. mengkoordinasikan ujicoba SOP;

f. melakukan sosialisasi SOP;

g. mengawal pelaksanaan SOP;

h. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan SOP;

i. melakukan fasilitasi pengkajian ulang dan penyempumaan- 
penyempumaan SOP; dan

j. melaporkan hasil-hasil pengembangan SOP.

3) Kewenangan Tim antara lain :

a. memperoleh informasi dari satuan unit kerja atau sumber lain;

b. melakukan riview dan pengujian;

c. melakukan analisis dan menyeleksi berbagai alternatif prosedur yang 
akan distandarkan;

d. menyusun SOP; dan

e. mendistribusikan hasil analisis kepada seluruh anggota TIM untuk 
direview.

b. Memberikan pelatihan-pelatihan kepada anggota Tim.

c. Seluruh anggota TIM harus memperoleh pembekalan yang cukup tentang 
penyusunan SOP agar TIM dapat bekeija dengan baik dan menghasilkan 
output yang diharapkan.



d. TIM m enginform asikan kepada  se lu ru h  Perangkat D aerah ten tang  kegiatan  
p en y u su n an  SOP.

2. Identifikasi k e b u tu h a n  SOP

a. Prinsip d a sa r  yang  perlu  d iperha tikan  dalam  m engidentifikasi k e b u tu h a n  
SOP :

1) p ro sedu r k e ija  yang  m engacu p ad a  SOTK, tu g as dan  fungsi sa tu a n  u n it 
kerja;

2) p ro sed u r kerja  pokok yang m enjadi tanggung  jaw ab  sem ua anggota 
organisasi;

3) ak tifitas yang  d ikerjakan secar a  ru tin  dan  a ta u  beru lang  -ulang;

4) p ro sed u r kerja  yang  ak an  di SOP k an  m em punyai ta h a p a n  kerja yang  
je las; dan

5) m em punyai o u tp u t yang  jelas.

b. Identifikasi k e b u tu h a n  SOP d ilakukan  dengan  m em pertim bangkan  :

1) kondisi in te rn a l o rgan isasi (Lingkungan Operasional);

2) p e ra tu ran  peru n d an g  -undangan ;

3) k e b u tu h a n  o rgan isasi dan  stakeholder-nya; dan

4) keje lasan  p roses identifikasi k eb u tu h an .

c. Hasil identifikasi k e b u tu h a n  SOP d isu su n  m enjadi da fta r inven tarisasi 
judu lS O P .

3. Analisis k e b u tu h a n  SOP 

H al-hal yang perlu  d iperha tikan  :

a. p rosedur ke ija  h a ru s  sederhana;

b. pengkajian  d ilakukan  sebaik-baiknya u n tu k  m encegah dup likasi pekeijaan ;

c. p ro sedu r yang fleksibel;

d. pem bagian tu g as  yang tepat;

e. pengaw asan  te ru s-m en eru s  d ilakukan;

f. penggunaan  u ru ta n  p e lak san aan  pekerjan  yang sebaik-baiknya; dan

g. tiap  pekerjaan  yang d iselesaikan  h a ru s  dengan  m em perhatikan  tu ju an .

Setelah d ilakukan  analisis  k e b u tu h a n  SOP m aka ak an  m enghasilkan  n am a  dan  kode 
nom or SOP. U ntuk  m em ban tu  m en y u su n  n am a  d an  kode nom or SOP d a p a t d igunakan  
tabel sebagaim ana contoh  d ibaw ah ini :

NAMA DAN KODE NOMOR STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

NO. JUDUL SOP NOMOR SOP



4. Penulisan SOP.
Penulisan  SOP d ilakukan  secara  cerm at dengan m em pertim bangkan  berbagai 
u n s u r  sehingga d a p a t te rb en tu k  sesua i dengan  kriteria  m engacu kepada  form at 
SOP dengan  m em perha tikan  aspek  tingkat ketelitian, keje lasan  d an  ke tepa tan  
sehingga d a p a t m enghasilkan  sebuah  SOP yang  b isa d ipertanggungjaw abkan 
dengan baik.

5. Verifikasi d an  ujicoba SOP.

R ancangan SOP yang te lah  d isu su n  perlu  d ilakukan  verifikasi a ta u  ujicoba 
u n tu k  m em astikan  tidak  terjadi duplikasi a ta u  tum pang  tind ih  dengan SOP 
lainnya. R ancangan  SOP yang su d ah  di verifikasi te rseb u t d ilakukan  uji coba 
secara  m andiri oleh u n it kerja  yang b e rsan g k u tan  u n tu k  m elihat sam pai se jauh  
m an a  tingkat kem u d ah an , k esesu a ian  dan  ke tep a tan  SOP dalam  pe laksanaannya.

6. P e laksanaan

a. Agar SOP d ap a t d ilak san ak an  sesua i k e te n tu an  perlu d ilakukan  pe ren can aan  
p e lak san aan  yang m eliputi :

1) p en e tap an  jadw al sosialisasi;

2) p en e tap an  pe jabat yang ak an  m elakukan  sosialisasi; d an

3) penyiapan  SOP yang ak an  d isosialisasikan .

b. B eberapa h a l yang h a ru s  d ike tahu i TIM pen y u su n  SOP :

1) ju m la h  SOP yang ak an  d iterapkan;

2) s iapa  yang m enjadi ta rge t pe laksanaan ;

3) inform asi a p a  yang ak an  d isam paikan  kepada  target; dan

4) ca ra  m em an tau  pe laksanaan .

7. Sosialisasi

Proses sosia lisasi ad a lah  langkah  penting  yang  h a ru s  d ilak san ak an  dalam  upaya  
penerapan  SOP disetiap  u n it ke ija , dengan ca ra  :

a. penyebarluasan  inform asi d a n /a ta u  pem beritahuan ;

b. p end is tribusian  SOP; dan

c. p en e tap an  pegawai pe laksana , penanggung  jaw ab  dan  p em an tau  sesua i 
dengan  tu g as  d an  fungsi m asing-m asing.

8. Pelatihan  pem aham an

Pelatihan yang d ilakukan  dalam  b en tu k  rapa t, b im bingan teknis, 
pendam pingan , sim ulasi a ta u p u n  pada  p e lak san aan  sehari-hari ag ar SOP d a p a t 
d ipaham i d an  d ilak san ak an  dengan baik.

9. M onitoring d an  evaluasi 

a. M onitoring

Proses ini d ia rah k an  u n tu k  m em bandingkan  dan  m em astikan  k inerja  
pe laksana  sesu a i dengan  m aksud  dan  tu ju a n  yang te rcan tu m  dalam  SOP yang 
baru , m engidentifikasi pe rm asa lah an  yang m ungkin  tim bul, dan  m en en tu k an  
ca ra  u n tu k  m eningkatkan  hasil p e laksanaan . Proses m onitoring ini d ap a t 
b e ru p a  observasi supervisor, interview dengan pe laksana, d iskusi kelom pok 
kerja, p en g arah an  d an  pe laksanaan .



b. Evaluasi

M erupakan seb u ah  analisis  yang sistem atis  te rh ad ap  serangkaian  p roses 
p e lak san aan  d an  ak tifitas yang te lah  d ib ak u k an  dalam  b e n tu k  SOP dari 
seb u ah  o rgan isasi dalam  rangka  m en en tu k an  efektifitas p e lak san aan  tu g as 
d an  fungsi o rgan isasi secara  k e se lu ru h an . Dari sisi su b s tan s ia l SOP, evaluasi 
SOP d a p a t d ilakukan  dengan  m engacu p ad a  p en y em p u rn aan -p en y em p u rn aan  
te rh ad ap  SOP yang  te lah  d ite rapkan  a ta u  b ah k an  se jauh  m an a  d iperlukan  
SOP yang  baru .



LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI PESAWARAN 
NOMOR 43 TAHUN 2022 
TENTANG STANDAR OPERASIONAL 
PROSEDUR DI LINGKUNGAN 
PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN

FORMAT STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

1. Halaman Judul

PEMERINTAH DAERAH 
PERANGKAT DAERAH

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) 
PELAYANAN ADMINISTRASI SURAT MASUK DAN 

SURAT KELUAR

> Identitas Instansi

Judul Standar 
Operasional Prosedur 

dari Identifikasi 
kebutuhan

2. Informasi Prosedur yang akan distandarkan

Logo
Pemda PERANGKAT DAERAH

Nomor Standar 
Operasional Prosedur

Tgl Pembuatan

Tgl Revisi

Tgl Pengesahan

Disahkan Oleh

Nama Standar 
Operasional Prosedur

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1.......................
2 .......................
Keterkaitan Peralatan /  Perlengkapan

1...........................
2 ...........................

Peringatan Pencatatan dan Pendataan
1...............................
2 ...............................



Cara Pengisian:

(1)
Nomor S ta n d ar Operasiona] 
P rosedur

Di isi dengan  nom or S ta n d ar O perasional 
P rosedur, ya itu  (Nomor Kom ponen, 
U nit Keija, Bagian, Nomor S ta n d ar O perasional 
Prosedur)

(2) Tanggal P em buatan
Di isi dengan tanggal pengesahan  S ta n d ar 
O perasional P rosedur

(3) Tanggal revisi
Di isi dengan tanggal S ta n d a r O perasional 
P rosedur di revisi

(4) Tanggal pengesahan Di isi dengan tanggal m ulai berlaku

(5) D isahkan  oleh
Di isi dengan ja b a ta n  yang berkom peten  yang 
M engesahkan

(6)
Nam a S ta n d a r O perasional 
P rosedur

Di isi dengan n am a  p rosedur yang akan  
D istandarkan

(7) D asar h u k u m
Di isi dengan p e ra tu ran  peru n d an g -u n d an g an  
yang m enjadi d a sa r  d isu su n n y a  S tan d ar 
O perasional P rosedur

(8) Kualifikasi p e laksana

Di isi dengan pen jelasan  m engenai kualifikasi 
pegawai yang d ib u tu h k a n  dalam  
m elaksanakan  peran n y a  pada  p ro sedu r yang 
D istandarkan

(9) K eterkaitan
Di isi dengan  pen jelasan  m engenai ke te rkaitan  
p rosedur yang d is tan d a rk an  dengan  p rosedur 
lain  yang d is tan d a rk an

(10) P erala tan  /  perlengkapan
Di isi dengan pen je lasan  m engenai daftar 
p e ra la tan  d an  perlengkapan yang d ib u tu h k a n

(11) Peringatan

Di isi dengan :
-  Penjelasan m engenai kem ungkinan- 

kem ungkinan  resiko yang ak an  tim bul ketika 
p ro sedu r d ilak san ak an  a ta u  tidak  
d ila k sa n a k a n .

-  Peringatan  m em berikan  indikasi berbagai 
pe rm asa lah an  yang  m ungkin  m uncu l dan  
berada  d ilua r kendali p e lak san a  ketika  
p rosedur d ilak san ak an  d an  berbagaidam pak  
yang m ungkin  d itim bulkan.

-  Dalam  ha l ini, d ije laskan p u la  bagaim ana 
ca ra  m engatasinya.

(12)
P enca ta tan  dan  
p en d a taan

Di isi dengan pen je lasan  m engenai b erbagai hal 
yang perlu  di da ta , d ica ta t a ta u  di p a ra f oleh 
setiap  pegawai yang berperan  dalam  
p e lak san aan  p ro sedu r yang te lah  d is tan d a rk an

(13) U raian  p rosedur Langkah keg iatan  secara  rinci d an  sistem atis 
dari p ro sedu r yang d is tan d a rk an

(14) Pelaksana
Di isi dengan ja b a ta n  yang m elakukan  su a tu  
p roses /  ak ti v itas

(15) Kelengkapan Di isi dengan pen je lasan  m engenai dafta r 
p e ra la tan  d an  perlengkapan  yang  d ib u tu h k a n

(16) W aktu
Di isi dengan lam a w aktu  yang d ib u tu h k a n  
dalam  m elakukan  su a tu  p ro ses/k eg ia tan

(17) O u tp u t Di isi dengan h a s il/k e lu a ra n  dari su a tu  
p ro se s/k eg ia tan

(18) Pengesahan Di isi dengan Nam a dan  tan d a tan g a n  Kepala 
P e ra n g k a t D aerah



2 .U ra ian  P rosedur

U raian Prosedur

Pelaksana M utu B aku Ket

Pelaks
1

Pelaks
2

Pelaks
3

Persyr/
Klkpn

W aktu O u tp u t

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1
2
3
4
5
6
7
8

• C ara  Pengisian :

(1) U raian P rosedur

Di isi dengan  p roses sejak  dari keg iatan  m ulai 
d ilakukan  sam pai dengan  kegiatan  selesai dan  
k e lu aran  di hasilkan  u n tu k  setiap  STANDAR 
OPERASIONAL PROSEDUR sesua i dengan  tugas 
pokok d an  fungsi kegiatan  m asing-m asing  u n it 
organ isasi yang b e rsangku tan .

(2) Pelaksana
Di isi dengan  p e lak san a  kegiatan yang b e rsangku tan , 
m ulai dari ja b a ta n  tertinggi sam pai dengan ja b a ta n  
te ren d ah  (fungsional um um /sta f).

(3) M utu B aku

Di isi dengan p e rsy ara tan  dan  kelengkapan  yang 
d iperlukan , w aktu  vang d iperlukan  u n tu k  
m enyelesaikan keg iatan  dan  output p ad a  setiap  
ak tiv itas yang  d ilakukan .

________

3. Simbol -  Simbol

P eny u su n an  STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR pada akh irnya  akan  
m engarah  pad a  te rb en tu k n y a  diagram  a lu r  yang  m enggam ba rk an  a liran  
ak tiv itas a ta u  kegiatan  m asing  -m asing u n it organisasi.

U n tuk  m enggam barkan  a liran  ak tiv itas te rsebu t, d igunakan  sim bol sebagai 
beriku t :

SIMBOL Sebutan DEFINISI

................. Term inator
Simbol ini d igunakan  u n tu k  
m enggam barkan  awal /m u la i dan  
ak h ir su a tu  bagan  alir.

Proses
Simbol ini d igunakan  u n tu k  
m enggam barkan  p roses 
p e lak san aan  kegiatan.



Simbol ini d igunakan  u n tu k  
Pengam bilan m enggam barkan  k e p u tu san  
K epu tusan  yang h a ru s  d ib u a t dalam  proses 

p e lak san aan  kegiatan.

D okum en

Simbol ini d igunakan  
m enggam barkan sem ua 
dokum en  sebagai 
p e lak san aan  kegiatan.

u n tu k
jen is
bukti

Penggandaan Simbo1 ™  f « u n a k an  u n tu k  
D okum en m enggam barkan  penggandaan  

dari sem ua jen is  dokum en.

Arsip M anual

Simbol ini d igunakan  u n tu k  
m enggam barkan  sem ua jen is  
pengarsipan  dokum en dalam  
b en tu k  k e rta s /m a n u a l.

Simbol ini d igunakan  u n tu k  
m enggam barkan  sem ua jen is  
penyim panan  dalam  b en tu k  
da ta /file .

Konektor
Simbol ini d igunakan  u n tu k  
m enggam barkan  p e rp in d ah an  
ak tiv itas dalam  sa tu  halam an .

Konektor

Simbol ini d igunakan  u n tu k  
m enggam barkan  p e rp in d ah an  
ak tiv itas dalam  ha lam an  yang 
berbeda.

* - G aris alir
Simbol ini d igunakan  u n tu k  
m enggam barkan  a ra h  proses 
p e lak san aan  kegiatan.

de: k.


